BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    130    TAHUN 2008

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 

TAHUN ANGGARAN 2008
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta adanya rasa keadilan, maka perlu adanya rasa keadilan, maka perlu adanya penanganan/pemeriksaan pemerintahan di Kabupaten Bantul;
b. bahwa temuan dan laporan hasil pemeriksaan perlu adanya tindak lanjut penyelesaiannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2008;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 13 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  25 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	
	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan :
	

	KESATU     :
	Membentuk Tim Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


	KEDUA      :
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
a. melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
b. melaksanakan cek lapangan atas kasus yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Bantul dan membuat analisa hasil cek lapangan;

c. membuat laporan kepada Bupati.


	KETIGA      :
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab pada Bupati Bantul.


	KEEMPAT  :
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.


	KELIMA     :
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR               TAHUN 2008

TANGGAL

Susunan dan Personalia Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2008
	No.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1.
	Pembina
	Bupati Bantul


	

	2.
	Wakil Pembina
	Wakil Bupati Bantul


	

	3.
	Pengarah
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

	

	4.
	Penanggung Jawab
	Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul


	

	5.
	Ketua I
	Kepala Bawasda Kabupaten Bantul
	

	
	Ketua II
	Kepala Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

	

	6. 
	Sekretaris I
	Kasubbag. Perangkat Daerah Bagian Tapem Setda. Kabupaten Bantul
	

	
	Sekretaris II
	Kabid. Pemerintahan Bawasda Kab. Bantul


	

	7.
	Anggota
	1. Kabag. Hukum Setda.  Kab. Bantul

2. Kabag. Keuangan Setda.  Kab. Bantul

3. Sekretaris Bawasda  Kab. Bantul

4. Kepala Bagian Pemdes Setda. Kab. Bantul

5. Kabid. Perekonomian Bawasda Kab. Bantul

6. Kasubid. Perhubungan dan Pariwisata Bawasda Kab. Bantul

7. Kasubbag. Pemda Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

	

	7
	Staf Sekretariat
	1. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
	1. Tuti Yulianti, SIP
2. Tri Budiarto, SSTP

3. Susi Harwati, BA



	
	
	2. Staf Bawasda Kab. Bantul
	1. Aris Suharyanto, S Sos

2. Sri Wahyu R


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR             TAHUN 2008

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap unit kerja setingkat eselon II diinstruksikan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 13 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  25 Tahun 2008;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan :
	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah;



	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan :
	

	KESATU     :
	Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA      :
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007.


	KETIGA      :
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab pada Bupati Bantul.



	KEEMPAT  :
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KELIMA     :
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.




Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR               TAHUN 2008

TANGGAL

Susunan dan Personalia Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007

	No.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1.
	Penanggung Jawab
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

	

	2.
	Pengarah
	1. Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul
2. Asisten Pembangunan Setda. Kab. Bantul

3. Asisten Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul


	

	3.
	Ketua 
	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul

	

	4.
	Sekretaris
	Kasubbag. Perangkat Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	
	

	6.
	Anggota
	1. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul

2. Kasubbag. TU Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

3. Unsur Bagian Pemdes Setda. Kab. Bantul

4. Unsur Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul

5. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Bantul

6. Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul

7. Unsur Bagian Kepegawaian Setda. Kab. Bantul

8. Unsur Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kab. Bantul

9. Unsur Bagian Ekonomi Setda. Kab. Bantul

10. Unsur Bagian Perlengkapan Setda. Kab. Bantul

	Agus Sulistiyanto

Anas Jauhari, SE
Sarjana, SIP
Ike Kustini R
Sumarjo
Wijiyana, SIP
Paini
Suryanti, SIP


	7
	Staf Sekretariat
	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
	1. Siti Nuraini, SH

2. Tuti Yulianti, SIP
3. Tri Budiarto, SSTP

4. Etty Ratinah

5. Endang Petrawati, BA

6. Endri Astuti




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR             TAHUN 2008

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap unit kerja setingkat eselon II diinstruksikan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran;
b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2007;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 13 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  25 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan :
	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah;



	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan :
	

	KESATU     :
	Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2007 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA      :
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

a. merumuskan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2007;
b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2007.



	KETIGA      :
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab pada Bupati Bantul.



	KEEMPAT  :
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KELIMA     :
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.




Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR               TAHUN 2008

TANGGAL

Susunan dan Personalia Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2007

	No.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1.
	Penanggung Jawab
	Bupati Bantul

	

	2.
	Pengarah
	Wakil Bupati Bantul

	

	3.
	Ketua I
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
	

	
	Ketua II
	Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul


	

	4.
	Sekretaris I
Sekretaris II
	Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
Kasubbag. Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	
	

	6.
	Anggota
	1. Kabid. Dalitbang Bappeda Kab. Bantul
2. Kasubbag. Penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kab. Bantul

3. Kasubbag. Pembukuan Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul

4. Kasubbag. TU Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

5. Kasubbag. Pemda Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

6. Kasubbag. Pertanahan Bagian Tapem Setda. Kab. Bantul

7. Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

8. Unsur Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul

9. Unsur Bappeda Kab. Bantul


	Anas Jauhari, SE

Irawan Kurniyanto, SSTP

	7
	Staf Sekretariat
	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
	1. Tuti Yulianti, SIP
2. Tri Budiarto, SSTP

3. Siti Nuraini, SH

4. Etty Ratinah

5. Endri Astuti

6. Haryani

7. Susi Harwati, BA

8. Eko Supriyanto

9. Kasmiyatun, SIP\

10. Sri Sunarsi, BA




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

